
 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 31                                                                      Tahun : 2019  

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN STANDAR BIAYA BANTUAN 

OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya preventif dan promotif pada 

Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya, 

pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional 

Kesehatan; 

b. bahwa lampiran huruf e ketentuan umum angka 5 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019  

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2019 Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala 

Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan 

kegiatan sesuai kondisi daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan  

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 



 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulainya berlakunya Undang-Undang 1950 

No 12, 13,14,dan 15 dari hal pembentukan daerah-

daerah kabupaten di jawa Timur / Tengah / barat dan 

daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 No 59); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019  

tentang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 No 117); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/pmk.07/2019  

tentang  pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

No 400);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 

Nomor 6); 

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 

Tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun 

Anggaran 2019; 

 



 

                       MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN DAN STANDAR BIAYA BANTUAN OPERASIONAL 

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah 

Bantuan Dana Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu 

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bersifat pelayanan 

kesehatan promotif dan preventif. 

2. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang 

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan 

dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya. 

3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya 

4. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari 

kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya  

5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. 

7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

8. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah yang bertanggung 

jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di 

Kabupaten Gunungkidul.  

9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

 

 

 



 

 

Pasal 2  

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Dan Standar Biaya Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 

2019. 

 

Pasal 3 

BOK Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya preventif dan promotif dalam mendukung 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan pelaksanaan 

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga. 

 

BAB II  

RUANG LINGKUP  

Pasal 4 

 

(1) Ruang lingkup Pedoman pelaksanaan kegiatan dan Standar Biaya BOK 

Tahun Anggaran 2019 meliputi : 

a.   BOK Puskesmas;   

b.   BOK UKM sekunder kabupaten;  

c.   Dukungan manajemen BOK kabupaten;  

d.   Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Pakai Habis serta dukungan 

pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP 

secara elektronik; 

(2) Uraian Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Standar Biaya BOK Tahun 

Anggaran 2019. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PENGELOLAAN BOK 

Pasal 5 

(1) Pengelolaan BOK meliputi :  

a. penyusunan rencana kegiatan; 

b. penganggaran; 

c. pelaksanaan; 

d. pemantauan dan evaluasi; dan 

e. pelaporan. 

 



 

 

(2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, Dinas Kesehatan melakukan sinkronisasi rencana 

kegiatan dengan Pemerintah Pusat. 

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit memuat: 

a. menu kegiatan; 

b. rincian alokasi BOK; 

c. volume kegiatan; 

d. lokasi kegiatan; dan 

e. keterangan. 

(4) Dinas kesehatan dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan BOK 

kepada Kementerian Kesehatan. 

(5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

memperhatikan juga usulan perubahan dari UPT Puskesmas. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf c, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas melaksanakan 

kegiatan BOK masing-masing. 

(2) Pelaksanaan  kegiatan  BOK dilakukan setelah usulan rencana kegiatan 

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian 

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan BOK dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis 

penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam 

dalam Peraturan menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 

Kesehatan. 

 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BOK. 

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan. 

(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Dinas Kesehatan dapat membentuk TIM. 

 

 



 

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 8 

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan    

DAK Non fisik Bidang Kesehatan setiap triwulan,  semester,  dan tahunan 

kepada menteri kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Kepala Dinas Kesehatan. 

(3) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan 

permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. 

(4) Laporan triwulan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 

akhir triwulan dan akhir semester. 

(5) Laporan   tahunan   DAK   Nonfisik   Bidang   Kesehatan sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi 

realisasi keuangan dan capaian kegiatan. 

(6) Laporan   tahunan   DAK   Non fisik   Bidang   Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Menteri 

Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada minggu ketiga   

bulan Januari tahun berikutnya. 

(7) Selain  ketentuan  penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), untuk bantuan operasional kesehatan diwajibkan untuk membuat 

laporan rutin bulanan capaian program sesuai dengan rencana kerja 

Pemerintah dan rencana strategi Kementerian Kesehatan dengan 

menggunakan format, mekanisme, dan ketentuan yang sudah ditetapkan. 

(8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.   

 

Pasal 9 

(1) UPT Puskesmas menyampaikan laporan yang meliputi : 

a. pelaksanaan kegiatan BOK; dan  

b. laporan penggunaan dana BOK. 

 

 



 

(2) Laporan pelaksanaan  kegiatan BOK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 

a disampaikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(3) Laporan penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

disampaikan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 

5 (lima) hari setelah akhir triwulan. 

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati 

ini. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan  Bupati  ini    mulai    berlaku    pada    tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

Ditetapkan di Wonosari 

Pada tanggal 13 Juni 2019 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

       ttd. 

BADINGAH 

 

Diundangkan di Wonosari 

Pada tanggal 13 Juni 2019 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

ttd. 

   DRAJAD RUSWANDONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 31





































































































 
BERITA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 31                                                                      Tahun : 2019  

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN STANDAR BIAYA BANTUAN 

OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya preventif dan promotif pada 

Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya, 

pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional 

Kesehatan; 

b. bahwa lampiran huruf e ketentuan umum angka 5 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019  

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2019 Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala 

Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan 

kegiatan sesuai kondisi daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan  

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 



 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulainya berlakunya Undang-Undang 1950 

No 12, 13,14,dan 15 dari hal pembentukan daerah-

daerah kabupaten di jawa Timur / Tengah / barat dan 

daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 No 59); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019  

tentang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 No 117); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/pmk.07/2019  

tentang  pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

No 400);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 

Nomor 6); 

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 

Tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun 

Anggaran 2019; 

 



 

                       MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN DAN STANDAR BIAYA BANTUAN OPERASIONAL 

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah 

Bantuan Dana Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu 

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bersifat pelayanan 

kesehatan promotif dan preventif. 

2. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang 

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan 

dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya. 

3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya 

4. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari 

kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya  

5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. 

7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

8. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah yang bertanggung 

jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di 

Kabupaten Gunungkidul.  

9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

 

 

 



 

 

Pasal 2  

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Dan Standar Biaya Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 

2019. 

 

Pasal 3 

BOK Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya preventif dan promotif dalam mendukung 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan pelaksanaan 

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga. 

 

BAB II  

RUANG LINGKUP  

Pasal 4 

 

(1) Ruang lingkup Pedoman pelaksanaan kegiatan dan Standar Biaya BOK 

Tahun Anggaran 2019 meliputi : 

a.   BOK Puskesmas;   

b.   BOK UKM sekunder kabupaten;  

c.   Dukungan manajemen BOK kabupaten;  

d.   Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Pakai Habis serta dukungan 

pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP 

secara elektronik; 

(2) Uraian Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Standar Biaya BOK Tahun 

Anggaran 2019. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PENGELOLAAN BOK 

Pasal 5 

(1) Pengelolaan BOK meliputi :  

a. penyusunan rencana kegiatan; 

b. penganggaran; 

c. pelaksanaan; 

d. pemantauan dan evaluasi; dan 

e. pelaporan. 

 



 

 

(2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, Dinas Kesehatan melakukan sinkronisasi rencana 

kegiatan dengan Pemerintah Pusat. 

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit memuat: 

a. menu kegiatan; 

b. rincian alokasi BOK; 

c. volume kegiatan; 

d. lokasi kegiatan; dan 

e. keterangan. 

(4) Dinas kesehatan dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan BOK 

kepada Kementerian Kesehatan. 

(5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

memperhatikan juga usulan perubahan dari UPT Puskesmas. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf c, Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas melaksanakan 

kegiatan BOK masing-masing. 

(2) Pelaksanaan  kegiatan  BOK dilakukan setelah usulan rencana kegiatan 

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian 

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan BOK dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis 

penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam 

dalam Peraturan menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 

Kesehatan. 

 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BOK. 

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan. 

(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Dinas Kesehatan dapat membentuk TIM. 

 

 



 

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 8 

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan    

DAK Non fisik Bidang Kesehatan setiap triwulan,  semester,  dan tahunan 

kepada menteri kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Kepala Dinas Kesehatan. 

(3) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan 

permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. 

(4) Laporan triwulan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 

akhir triwulan dan akhir semester. 

(5) Laporan   tahunan   DAK   Nonfisik   Bidang   Kesehatan sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi 

realisasi keuangan dan capaian kegiatan. 

(6) Laporan   tahunan   DAK   Non fisik   Bidang   Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Menteri 

Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada minggu ketiga   

bulan Januari tahun berikutnya. 

(7) Selain  ketentuan  penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), untuk bantuan operasional kesehatan diwajibkan untuk membuat 

laporan rutin bulanan capaian program sesuai dengan rencana kerja 

Pemerintah dan rencana strategi Kementerian Kesehatan dengan 

menggunakan format, mekanisme, dan ketentuan yang sudah ditetapkan. 

(8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.   

 

Pasal 9 

(1) UPT Puskesmas menyampaikan laporan yang meliputi : 

a. pelaksanaan kegiatan BOK; dan  

b. laporan penggunaan dana BOK. 

 

 



 

(2) Laporan pelaksanaan  kegiatan BOK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 

a disampaikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 

tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(3) Laporan penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

disampaikan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 

5 (lima) hari setelah akhir triwulan. 

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati 

ini. 

 

BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan  Bupati  ini    mulai    berlaku    pada    tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

Ditetapkan di Wonosari 

Pada tanggal 13 Juni 2019 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

       ttd. 

BADINGAH 

 

Diundangkan di Wonosari 

Pada tanggal 13 Juni 2019 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

ttd. 

   DRAJAD RUSWANDONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 31
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